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ABSTRAK 

Sripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor Kota 
Pariaman 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Terhadap Larangan Pengamen di Kawasan Wisata (Studi Kasus di Pantai 
Gandoriah)”. Di susun oleh Abdul Mughni Zufar Nim 2113030156. 
Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah Universitas 
Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini di latarbelakangi 
adanya aktivitas pengamen di kawasan pantai Kota Pariaman, meskipun 
aturan telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, 
khususnya di Pantai Gandoriah menunjukkan bahwa aturan tersebut masih 
belum terimplementasikan  dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah pertama, Apa saja penghambat penerapan Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2018 terkait larangan pengamen di Pantai Gandoriah? 
Kedua, Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 
mengatasi aktivitas pengamen di Pantai Gandoriah, dan bagaimana 
efektivitasnya?. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi 
dokumen. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pengamen berasal dari keluarga 
miskin tanpa alternatif penghasilan, 2) rendahnya pendidikan dan 
keterampilan, 3) penegakan hukum yang tidak konsisten, 4) tidak adanya 
aturan teknis penertiban, 5) Pantai Gandoriah yang terbuka dan sulit 
dikontrol, 6) tidak tersedianya wadah legal untuk menyalurkan seni jalanan. 
Penelitian menyimpulkan bahwa larangan mengamen belum efektif karena 
pemerintah hanya fokus pada penertiban, tanpa memberikan solusi sosial-
ekonomi. Disarankan pendekatan yang lebih manusiawi, seperti sosialisasi 
berkelanjutan, pelatihan keterampilan, pembuatan zona seni jalanan teratur, 
dan penguatan koordinasi antarinstansi terkait. 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengamen, Pantai Gandoriah, Ketertiban 
Umum, Pariwisata, Kota Pariaman 
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